
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama
dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat;

b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan penyandang
disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh disegala
lapisan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 yang mengamanatkan pengaturan kewajiban memelihara
dan memberikan jaminan hidup terhadap penyandang masalah sosial oleh
Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat termasuk lembaga
swadaya masyarakat, perlu mengatur perlindungan terhadap penyandang
disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua
tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 3702);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

4. Undang-Undang ......../2
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA,

MEMUTUSKAN : ......../3
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M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Gubernur ialah Gubernur Papua.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Daerah.

4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan
sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi
penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

7. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan orang
dengan kecacatan kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan
penghidupannya.

8. Perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan
kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas,
rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

9. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.

10. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk
mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum,
lingkungan dan transportasi umum.

12. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan
luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun
perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi
dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.

13. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan
penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan bermasyarakat.

14. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui
tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya
semaksimal mungkin.

15. Rehabilitasi ......./4
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15. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu
melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan
secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

16. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar
penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampunannya.

17. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui
pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

18. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak
mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

19. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang
bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang
wajar.

20. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai
bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.

21. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya
disingkat LKP2KS adalah lembaga non struktural yang beranggotakan multi pemangku
kepentingan, dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan
kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Provinsi Papua.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil, keseimbangan, keserasian dan
keselarasan dalam perikehidupan, kemandirian, non diskriminatif dan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian
dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan
kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara
sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;

b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan ......../5
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c. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;

d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam
upaya perlindungan penyandang disabilitas;

e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan
penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;

f. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi
permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan

g. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang
disabilitas.

(2) Kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diselenggarakan melalui :

a. pengembangan strategi pengarustamaan perlindungan penyandang disabilitas dalam
program-program pembangunan;

b. penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan dan kesamaan
bagi penyandang disabilitas;

c. pengembangan kemampuan, kompotensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik
bagi penyandang disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

d. penciptaan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian
keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok
usaha bersama;

e. penetapan alokasi dana yang memadai bagi upaya pemenuhan kesamaan dan kesempatan
bagi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan dan penghiupan;

f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan
pekerjaan;

g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk
memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan

h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai aksesbilitas bagi penyandang
disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan
penyandang disabilitas.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan.

(2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi
penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(3) Pemerintah Daerah bersama masyarakat, keluarga penyandang disabilitas bertanggungjawab
atas upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas meliputi kesamaan
kesempatan, rehabilitasi pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial penyandang disabilitas.

Pasal 6

(1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk mewujudkan
kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat
berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.

(2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui
pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial dan politik.
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